
SALINAN  

 
NOMOR 2/E, 2011  

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR  5  TAHUN 2011 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN 

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA MALANG,   

Menimbang :

 

a. bahwa dalam rangka untuk terciptanya keamanan, keselamatan 

dan kenyamanan di bidang transportasi khususnya angkutan orang 

dengan kendaraan bermotor umum maka perlu diatur 

penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor 

umum dalam trayek; 

b. bahwa demi keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan 

orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang ada 

di Kota Malang, maka setiap kendaraan bermotor umum harus 

dilakukan uji teknis dan laik jalan sebagai persyaratan beroperasi; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 

Kendaraan Umum dalam Trayek sudah tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, maupun dengan perkembangan 

lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 

Kendaraan Bermotor Umum;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);   
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia

 

Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

5. Undang-Undang Nomor

 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3354);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3527); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
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10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan 

Umum; 

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun

 

2008 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57); 

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 59); 

13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 73);   

Dengan  Persetujuan  Bersama   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 

dan 

WALIKOTA MALANG  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN 

BERMOTOR UMUM.   

BAB  I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
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Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana 

Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial 

Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha 

lainnya. 

5. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang 

dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem 

jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan. 

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak 

langsung. 

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk 

angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

11. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 

tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang 

beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg.  

12. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 

lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih    

dari 3.500 Kg. 

13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang 

dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan 

perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.  

14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan 

jaringan pelayanan angkutan orang. 

15. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus 

dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara 

dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. 

16. Surat Tanda Kendaraan yang selanjutnya disebut STUK adalah Surat yang 

dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan. 

17. Perusahaan Angkutan Umum adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta 

Nasional, Koperasi dan Perorangan di Daerah yang menyediakan jasa angkutan 

orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. 



 

5

 
18. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah kota 

dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat 

dalam trayek.  

19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk 

mengatur kendatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang 

dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. 

20. Kartu Pengawasan adalah turunan/kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk 

setiap kendaraan bermotor umum dan senantiasa berada dalam kendaraan yang 

bersangkutan. 

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi 

wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan 

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya 

disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 

dengan Kendaraan Umum dalam Trayek yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya.   

BAB  II 

RUANG LINGKUP  

Pasal  2  

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek berupa Angkutan Kota.   

BAB  III 

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG  

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK  

Pasal  3  

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam 

trayek dilakukan dengan mobil penumpang atau bus.  

Pasal  4  

(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek 

dilakukan dalam jaringan trayek. 


